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BAB I
DATA/INFORMASI UMUM PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam melaksanakan tugasnya berupa urusan wajib pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan urusan wajib pilihan bidang pertanahan terdiri dari empat bidang yaitu sekretariat, bidang perumahan rakyat, bidang kawasan permukiman dan pertanahan. Uraian tugas dan fungsi dinas ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 94 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dengan tugas dinas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan Kawasan Permukiman dan bidang Pertanahan yang menjadi kewenangan provinsi serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada provinsi.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, maka Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat melaksanakan fungsi sebagai berikut :

a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan bidang Pertanahan yang menjadi kewenangan daerah;
b. Penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan bidang Pertanahan yang menjadi kewenangan daerah;
c. Penyelenggaraan administrasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
d. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan bidang Pertanahan;dan
e. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya tersebut, Dinas dibagi menjadi 4 (empat) unit eselon III sebagai berikut :

1. Sekretariat

Mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, hubungan masyarakat, protokol, penyusunan program dan keuangan
Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut Sekretariat dibantu oleh :

a. Sub Bagian Ketatausahaan

Mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bagian Ketatausahaan.
b. Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda

Mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di Bagian Perencanaan, data dan Informasi Publik.
Sub-Sub Bagian sebagaimana dimaksud diatas, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan Jabatan Fungsional penyetaraan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

2. Bidang Perumahan Rakyat

Mempunyai tugas melaksanakan pendataan, perencanaan, penyediaan, pembiayaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi di bidang Perumahan Rakyat sesuai dengan ketentuan perundangan.
Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut Kepala Bidang dibantu oleh Kepala Seksi yang disetarakan dengan Jabatan Fungsional Tata Bangunan dan Lingkungan Ahli Muda :

a. Jabatan Fungsional Tata Bangunan dan Lingkungan disetarakan dari Seksi Pendataan, Perencanaan Penyediaan dan Pengembangan Perumahan mempunyai tugas pokok pendataan, perencanaan penyediaan  dan pengembangan perumahan.
b. Jabatan Fungsional Tata Bangunan dan Lingkungan disetarakan dari Seksi Pelaksanaan Penyediaan dan Pembiayaan Perumahan mempunyai tugas pokok pelaksanaan penyediaan dan pembiayaan perumahan serta fasilitasi pemberdayaan bantuan perumahan

c. Jabatan Fungsional Tata Bangunan dan Lingkungan disetarakan dari Seksi Pemantauan dan Evaluasi Penyediaan dan Pengembangan Perumahan mempunyai tugas pokok melakukan pemantauan, Evaluasi Penyediaan dan pembiayaan Perumahan.
3. Bidang Kawasan Permukiman

Mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengaturan, pembinaan, perencanaan, pembangunan, pengawasan dan pengendalian kawasan permukiman di bidang Penyelenggara Prasarana, Sarana Utilitas Umum, Penataan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dan Pendataan dan Perencanaan Kawasan Permukiman.
Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Kawasan Permukiman dibantu oleh kepala seksi yang disetarakan dengan jabatan fungsional ahli muda yang disetarakan yaitu :

a. Jabatan Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan disetarakan dari Seksi Penyelenggara Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Penyelenggara Prasarana, Sarana Utilitas Umum.
b. Jabatan Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan disetarakan dari Seksi Penataan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Penataan Lingkungan Kawasan Permukiman Kumuh.
c. Jabatan Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan disetarakan dari Seksi Pendataan dan Perencanaan Kawasan Permukiman mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pendataan, perencanaan, pemanfaatan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan di bidang Pendataan dan Perencanaan Kawasan Permukiman. 

4. Bidang Pertanahan.

Mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi pengadaan tanah, perencanaan dan penetapan penggunaan tanah dan penyelesaian masalah tanah dan izin lokasi lintas daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Pertanahan dibantu oleh kepala seksi yang disetarakan dengan jabatan fungsional ahli muda yang disetarakan yaitu :
a. Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan Ahli Muda disetarakan dari Seksi Pengadaan Tanah mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Pengadaan Tanah.
b. Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan Ahli Muda disetarakan dari Seksi Perencanaan dan Penetapan Penggunaan Tanah mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Perencanaan dan Penetapan Penggunaan Tanah.
c. Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan Ahli Muda disetarakan dari Seksi Penyelesaian Masalah Tanah dan Izin Lokasi Lintas Daerah mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Penyelesaian Masalah Tanah dan Izin Lokasi Lintas Daerah.
BAB II
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG DILAKSANAKAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2.1
CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN
Urusan Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, pada Tahun Anggaran 2022 mendapatkan alokasi anggaran  sebesar Rp.161.911.567.401,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.155.219.053.750,00 atau 95,87%, dengan uraian sebagai berikut. Pelaksanaan kegiatan di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan meliputi dua urusan yaitu urusan perumahan dan kawasan permukiman dan urusan pertanahan.
1. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja
Tabel 2.1
Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja 
Pada Perjanjian Kinerja
	No
	Sasaran Strategis
	Program
	Indikator Kinerja
	Target Kinerja (Perjanjian Kinerja)
	Realisasi
	Capaian Kinerja (%)

	1
	
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Menurunnya Kawasan Kumuh
	Program Kawasan Permukiman
	Persentase Penurunan Kawasan Kumuh
	7,09%
	9,45%
	133,29%

	2
	Meningkatnya PSU Pemukiman
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
	Persentase Peningkatan PSU Permukiman
	17,26%
	65,24%
	378%

	3
	Meningkatnya Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Dan/Atau Relokasi Program Pemerintah Provinsi
	Program Pengembangan Perumahan
	1. Persentase Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Korban Bencana.
	100%


	100%


	100%

	
	
	
	2. Persentase Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat yang terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Provinsi
	100%
	100%
	100%

	4
	Meningkatnya Tata Kelola Pertanahan
	Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum 
	Persentase masalah Pertanahan Yang Ditangani
	100%
	100%
	100%

	5
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD


	B (69 )


	B (69)


	100



	6
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi
	
	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Internal Organisasi
	85%

	85%


	100




2. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.
a. Sasaran Strategis I : Menurunnya Kawasan Kumuh dengan Indikator Kinerja :

1) 
Persentase Penurunan Kawasan Kumuh (Target Kinerja : 7,09%) (Realisasi Kinerja : 9,45 %) dengan capaian kinerja : 133,29%.

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

a) 
Program Kawasan Permukiman, dicapai dengan pelaksanaan Kegiatan :

(1) 
Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha dilaksanakan dengan sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman dan sub kegiatan 
· Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP 
· Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
dengan output kegiatan ini adalah :Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bidang Perumahan dan Terlaksananya Pembinaan Pokja Bidang Perumahan Rakyat. Dokumen kebijakan dan legislasi untuk bidang perumahan yang disusun.

Dari 1 kegiatan seluruhnya mendukung secara langsung pencapaian target dan tujuan program Kawasan Permukiman.

(2) 
Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas (sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (lima belas) Ha dengan sub kegiatan :
· Penyusunan Rencana Tapak (siteplan) dan Detail Engineering Design (DED), Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan dibawah 15 (lima belas) Ha dengan output kegiatan ini adalah jumlah dokumen site plan dan DED yang disusun
· Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan dibawah 15 (lima belas) Ha dengan output kegiatan jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) pada kawasan kumuh yang ditangani.
· Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan dibawah 15 (lima belas) Ha dengan output kegiatan adalah jumlah kawasan kumuh yang ditangani pada 8 kawasan.
b. Sasaran Strategis II : Meningkatnya PSU Pemukiman dengan sub kegiatan :

1) 
Persentase Peningkatan PSU Permukiman (Target Kinerja : 17,26%) (Realisasi Kinerja : 65,24%) dengan capaian kinerja : 378%.

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

1) 
Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum ( PSU), dicapai dengan pelaksanaan :

a) 
Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman dengan output kegiatan ini adalah meningkatnya kualitas lingkungan kawasan permukiman sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program dilaksanakan dengan sub kegiatan :
· Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman dengan output kegiatan adalah jumlah dokumen perencanaan/DED PSU Permukiman.
· Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman dengan output kegiatan adalah jumlah paket kegiatan pembangunan danpeningkatan PSU permukiman
· Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum Permukiman, dengan output kegiatan ini adalah Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan PSU.
c. Sasaran Strategis III : Meningkatnya Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Dan/Atau Relokasi Program Pemerintah Provinsi dengan indikator kinerja :
1) 
Persentase Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Korban Bencana. (Target Kinerja : 100%) (Realisasi Kinerja : 100 %) dengan capaian kinerja : 100%.
2) Persentase Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Provinsi (Target Kinerja : 100%) (Realisasi Kinerja : 100%) dengan capaian kinerja : 100%
Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :
i. 
Program Pengembangan Perumahan, dicapai dengan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

(1) 
Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi dilaksanakan dengan sub kegiatan 
· Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi dengan output kegiatan ini adalah tersedianya data penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Provinsi Dinas  Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat dengan hasil tersusunnya Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan 
(2) 
Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi dilaksanakan dengan sub kegiatan : 
· Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap bencana dengan output jumlah peserta sosialisasi standar teknis penyediaan dan rehabilitasi rumah kepada masyarakat/sukarelawan tnaggap bencana.
· Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP dengan output jumlah peserta sosialisasi standar teknis penyediaan dan rehabilitasi rumah kepada masyarakat/sukarelawan tanggap bencana.
Dari 2 kegiatan seluruhnya mendukung secara langsung pencapaian target dan tujuan program Pengembangan Perumahan.

d. Sasaran Strategis IV : Meningkatnya Tata Kelola Pertanahan dengan Indikator Kinerja :
1) 
Persentase masalah Pertanahan Yang Ditangani (Target Kinerja : 100%) (Realisasi Kinerja : 100 %) dengan capaian kinerja : 100%.
Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :
i. 
Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, dicapai dengan pelaksanaan Kegiatan :

(1) 
Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi dilaksanakan dengan sub kegiatan 
· Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Dengan Output Kegiatan Ini Adalah Terlaksananya Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi Sehingga Secara Otomatis Akan Meningkatkan Capaian Program.

ii. 
Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan, dicapai dengan pelaksanaan Kegiatan :

(1) 
Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Derah Kabupaten / Kota dalam 1 ( satu) Daerah Provinsi dilaksanakan dengan sub kegiatan 
· Inventarisasi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Dengan Output Kegiatan Ini Adalah Terlaksananya Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Derah Kabupaten / Kota dalam 1 ( satu) Daerah Provinsi Sehingga Secara Otomatis Akan Meningkatkan Capaian Program.
· Mediasi penyelesaian sengketa tanah garapan dalam 1 (satu) daerah provinsi dengan output sub kegiatan ini adalah lapotan hasil mediasi penyelesaian sengketa tanah garapan dalam 1 (satu) daerah provinsi yang terlaksana. 
iii. 
Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan, dicapai dengan pelaksanaan Kegiatan :

(1) 
Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Derah Kabupaten/Kota dalam 1 ( satu) Daerah Provinsi dilaksanakan dengan sub kegiatan 
· Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Output Kegiatan Ini Adalah Terlaksananya Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Derah Provinsi Sehingga Secara Otomatis Akan Meningkatkan Capaian Program.

iv. 
Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee, dicapai dengan pelaksanaan Kegiatan:

(1) 
Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah Lintas Derah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dilaksanakan dengan sub kegiatan 
· Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah Dengan Output Kegiatan Ini Adalah Meningkatnya Kualitas Penataan Akses dalam Pemanfaatan Tanah  Sehingga Secara Otomatis Akan Meningkatkan Capaian Program.

v. 
Program Penetapan Tanah Ulayat, dicapai dengan pelaksanaan Kegiatan:

(1) 
Kegiatan Penetapan Penetapan Tanah Ulayat Yang Lokasinya Lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dilaksanakan dengan sub kegiatan 
· Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Dengan Output Kegiatan Ini Adalah Terlaksananya Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya Lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 ( Satu) Dearah Provinsi Sehingga Secara Otomatis Akan Meningkatkan Capaian Program.

seluruhnya mendukung secara langsung pencapaian target dan sasaran strategis IV.
e. Sasaran Strategis V : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi dengan Indikator Kinerja : 
1) 
Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD (Target Kinerja : B) (Realisasi Kinerja : B) dengan capaian kinerja : 100%.
Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

a) 
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi, dicapai dengan pelaksanaan

(1) 
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan output kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah dilaksanakan dengan sub kegiatan :
· Penyusunan dan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
· Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
· Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
· Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
· Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
· Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

f. 
Sasaran Strategis VI : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi dengan indikator Kinerja : 
1) 
Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Internal Organisasi (Target Kinerja : 85%) (Realisasi Kinerja : 85%) dengan capaian kinerja : 100%.
Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

a) 
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi, dicapai dengan pelaksanaan
(1) 
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan output kegiatan ini adalah terselenggaranya admisitrasi keuangan perangkat daerah dilaksanakan dengan sub kegiatan :
· Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
· Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
· Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

(2) 
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan output kegiatan ini adalah terselenggaranya administrasi barang milik daerah perangkat daerah dilaksanakan dengan sub kegiatan Pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah pada SKPD

(3) 
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan output kegiatan ini adalah meningkatnya disiplin dan kapasitas sumberdaya aparatur dilaksanakan dengan sub kegiatan :

· Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya
· Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdaasrkan Tugas dan Fungsi
· Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

(4) 
Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan output kegiatan ini adalah terselenggaranya administrasi umum perkantoran dilaksanakan dengan sub kegiatan :

· Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
· Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
· Penyediaan bahan logistik kantor
· Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
· Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
· Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

(5) 
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan output kegiatan ini adalah terselenggaranya pengadaan barang milik daerah dilaksanakan dengan sub kegiatan pengadaan mebel.
(6) 
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan output kegiatan ini adalah tersedianya jasa penunjang urusan perangkat daerah dilaksanakan dengan sub kegiatan :

· Penyediaan Jasa Surat Menyurat
· Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

(7) 
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan output kegiatan ini adalah terpeliharanya barang milik daerah dilaksanakan dengan sub kegiatan :

· Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
· Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
· Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya.
3. Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran
	No
	Program/ Kegiatan
	Target Dalam Dokumen Anggaran
	Realisasi
	Capaian Kinerja (%)
	Alokasi anggaran
	Realisasi anggaran
	Persentase Realisasi
(%)

	1
	2
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
	
	
	
	9.353.365.998,00
	8.859.513.499,00
	94,72

	1.1
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	17 Dokumen
	
	100
	150.360.000,00
	120.448.800,00
	80,11

	1
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	4 Dokumen
	4 Dokumen
	100
	25.000.000,00
	19.637.400,00 
	78,69

	2
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
	1 Dokumen
	1 Dokumen
	100
	13.350.000
	7.733.000,00
	57,93

	3
	Koordinas dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
	2 Dokumen
	2 Dokumen
	100
	8.010.000
	3.700.000,00
	46,19

	4
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
	1 Dokumen
	1 Dokumen
	100
	2.500.000
	2.490.400
	99,62

	5
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
	2 Dokumen
	2 Dokumen
	100
	4.000.000
	3.956.000
	98,90

	6
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	3 Dokumen
	3 Dokumen
	100
	30.000.000
	21.708.100
	72,36

	7
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	4 Dokumen
	4 Dokumen
	100
	67.500.000,00
	61.187.900,00 
	90,65

	1.2
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	
	
	
	6.489.227.618,00
	6.133.404.651,00
	94,52

	1
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	58 orang
	58 orang
	100
	5.877.802.118,00
	5.600.703.151,00 
	95,29

	2
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
	27 orang
	35 orang
	100
	565.027.500,00 
	500.982.500,00 
	88,67

	3
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
	18 Laporan
	18 Laporan
	100
	46.398.000,00
	31.719.000,00 
	68,36

	1.3
	Adiminstrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
	
	
	
	85.000.000,00
	84.680.000,00
	99,62

	1
	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
	12 Bulan
	12 Bulan
	100
	85.000.000,00
	84.680.000,00
	99,62

	1.4
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	
	
	
	130.836.000,00
	70.170.300,00 
	53,63

	1
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
	75 Stel
	75 Stel
	100
	56.250.000,00
	55.444.500,00 
	98,57

	2
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
	4 Orang
	4 Orang
	100
	31.121.000,00 
	2.000.000,00
	6,43

	3
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
	7 kali
	7 kali
	100
	      43.464.000,00
	12.725.800,00 
	29,28

	1.5
	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	
	
	
	1.336.556.080,00       
	1.305.212.255,00               
	97,65

	1
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	166 buah
	166 buah
	100
	9.806.000,00 
	9.673.020,00                   
	98,64

	2
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan  Kantor
	50 Unit
	50 Unit
	100
	     420.243.560,00 
	   406.472.398,00
	96,72

	3
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	43 Jenis
	43 Jenis
	100
	190.547.000,00
	     189.513.140,00 
	99,46

	4
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
	14 Jenis
	14 Jenis
	100
	74.920.000,00
	      74.716.240,00
	99,73

	5
	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-undangan
	96 Eksemplar
	96 Eksemplar
	150
	12.420.000,00 
	   11.420.000,00
	91,95

	6
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	1 Dokumen
	1 Dokumen
	100
	    628.619.520,00 
	613.417.457,00                
	97,58

	1.6
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	
	
	
	43.086.000,00       
	37.013.400,00                  
	85,91

	1
	Pengadaan Mebel
	12 Bulan
	12 Bulan
	100
	      43.086.000,00
	37.013.400,00 
	85,91

	1.7
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	
	
	
	574.731.300,00          
	570.147.358,00 
	99,20

	1
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	200 Surat
	200 Surat
	100
	         5.700.000,00 
	            5.400.000,00
	94,74

	2
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	16 Orang
	16 Orang
	100
	569.031.300,00
	 564.747.358,00 
	99,25

	1.8
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	
	
	
	543.570.000,00
	538.436.735,00                
	99,06

	1
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	9 Unit
	9 Unit
	100
	304.420.000,00 
	       29.9877.435,00 
	98,51

	2
	Pemeliharaan  Peralatan dan

Mesin Lainnya
	55 Unit
	55 Unit
	100
	       39.150.000,00 
	          39.022.800,00 
	99,68

	3
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	1 Unit
	1 Unit
	100
	200.000.000,00
	199.536.500,00
	99,77

	II
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
	
	
	
	130.066.900,00            
	 1.266.579.426,00                  
	95,23

	2.1
	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
	
	
	
	1.088.644.500,00
	1.032.673.226,00                       
	94,86

	1
	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi
	1 Dokumen
	1 Dokumen
	100
	1.088.644.500,00
	1.032.673.226,00 
	94,86

	2.2
	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
	
	
	
	241.422.400,00      
	233.906.200,00             
	96,89

	1
	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana
	50 Orang
	50 Orang
	100
	195.531.800,00 
	192.182.800,00 
	98,,29

	2
	Sosialiasai Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP
	50 Orang
	50 Orang
	100
	45.890.600,00
	41.723.400,00
	90,92

	III
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
	
	
	
	10.976.139.790,00         
	9.970.375.777,00                
	90,84

	3.1
	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
	
	
	
	973.974.750,00         
	879.677.532,00                
	90,32

	1
	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP
	1 Dokumen
	1 Dokumen
	100
	823.678.550,00
	742.430.571,00
	90,14

	2
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1 Laporan
	1 Laporan
	100
	150.296.200,00         
	137.246.961,00                
	91,32

	3.2
	Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
	
	
	
	10.002.164.640,00
	9.090.698.245,00
	90,89

	1
	Penyusunan Rencana Tapak (sitePlan) dan Detail Engineering Design (DED), Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan dibawah 15 (lima belas) Ha
	5 Dokumen
	5 Dokumen
	100
	147.510.560,00
	145.083.382,00
	98,35

	2
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam kawasan Permukiman dengan Luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan dibawah 15 (lima belas) Ha
	139 Unit
	139 Unit
	100
	4.089.510.200,00
	4.017.140.466,00
	98,23

	3
	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan dibawah 15 (lima belas) Ha
	13 Kawasan
	13 Kawasan
	100
	5.765.143.880,00
	4.928.474.397,00
	85,49

	IV.
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
	
	
	
	139.681.995.113,00           
	134.628.984.360,00                 
	96,38

	4.1
	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman
	
	
	
	139.681.995.113,00           
	134.628.984.360,00                 
	96,38

	1
	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman
	57 Dokumen
	57 Dokumen
	100
	8.098.359.030,00 
	7.841.523.777,00
	96,83

	2
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
	19 Paket
	19 Paket
	100
	 131.477.749.483,00
	126.684.626.983,00
	96,35

	3
	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman
	1 Laporan
	1 Laporan
	100
	105.886.600,00
	102.833.600,00 
	97,12

	V
	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN  UMUM
	
	
	
	150.000.000,00           
	135.092.441,00
	90,06

	5.1
	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi
	
	
	
	150.000.000,00           
	135.092.441,00
	90,06

	1
	Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan  dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
	1 Laporan
	1 Laporan
	100
	150.000.000,00           
	135.092.441,00
	90,06

	VI
	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN
	
	
	
	213.000.000,00
	159.103.400,00
	74,70

	6.1
	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
	
	
	
	213.000.000,00
	159.103.400,00
	74,70

	1
	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
	1 Laporan
	1 Laporan
	100
	74.000.000,00
	71.219.900,00
	96,24

	2
	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
	1 Laporan
	1 Laporan
	100
	139.000.000,00
	87.883.500,00
	63,23

	VII
	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN
	
	
	
	92.000.000,00
	88.937.547,00
	96,67

	7.1
	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
	
	
	
	92.000.000,00
	88.937.547,00
	96,67

	1
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian  Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
	1 Laporan
	1 Laporan
	100
	92.000.000,00
	88.937.547,00
	96,67

	VIII
	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE
	
	
	
	65.000.000,00
	61.535.300,00
	94,67

	8.1
	Penetapan Subjek dan Objek Reditribusi Tanah Lintas Daerah Kaupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
	
	
	
	65.000.000,00
	61.535.300,00
	94,67

	1
	Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah
	1 Laporan
	1 Laporan
	100
	65.000.000,00
	61.535.300,00
	94,67

	IX
	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT
	
	
	
	50.000.000,00
	48.932.000,00
	97,86

	9.1
	Penetapan Tanah Ulayat Yang Lokasinya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
	
	
	
	50.000.000,00
	48.932.000,00
	97,86

	1
	Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
	1 Laporan
	1 Laporan
	100
	50.000.000,00
	48.932.000,00
	97,86

	
	TOTAL
	
	
	
	161.911.567,401,00
	155.219.053.750,00
	95,87


4. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Pemasalahan Masing-Masing Program/Kegiatan
	No
	Program/Kegiatan
	Permasalahan
	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

	-
	-
	-

	1.1
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

	-
	-
	-

	1.1.1
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

	-
	-
	-

	1.1.2
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
	-
	-
	-

	1.1.3
	Koordinas dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
	-
	-
	-

	1.1.4
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
	-
	-
	-

	1.1.5
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
	-
	-
	-

	1.1.6
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

	-
	-
	-

	1.2
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

	-
	-
	-

	1.2.1
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

	-
	-
	-

	1.2.2
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

	-
	-
	-

	1.2.3
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD


	-
	-
	-

	1.3
	Adiminstrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
	-
	-
	-

	1.3.1
	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
	-
	-
	-

	1.4
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah


	-
	-
	-

	1.4.1
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya


	-
	-
	-

	1.4.2
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi


	-
	-
	-

	1.4.3
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan


	-
	-
	-

	1.5
	Administrasi Umum Perangkat Daerah


	-
	-
	-

	1.5.1
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor


	-
	-
	-

	1.5.2
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan  Kantor


	-
	-
	-

	1.5.3
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor


	-
	-
	-

	1.5.4
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan


	-
	-
	-

	1.5.5
	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-undangan


	-
	-
	-

	1.5.6
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD


	-
	-
	-

	1.6


	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	-
	-
	-

	1.6.1
	Pengadaan Mebel
	-
	-
	-

	1.7
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah


	-
	-
	-

	1.7.1
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	-
	-
	-

	1.7.2
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor


	-
	-
	-

	1.8
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah


	-
	-
	-

	1.8.1
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan


	-
	-
	-

	1.8.2
	Pemeliharaan  Peralatan dan

Mesin Lainnya


	-
	-
	-

	1.8.3
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	-
	-
	-

	2
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN

	-
	-
	-

	2.1
	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi


	-
	-
	-

	2.1.1
	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi


	-
	-
	-

	2.2
	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
	-
	-
	-

	2.2.1
	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana
	-
	-
	-

	2.2.2
	Sosialiasai Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP
	
	
	

	3
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN


	-
	-
	-

	3.1
	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
	-
	-
	-

	3.1.1
	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP
	-
	-
	-

	3.1.2
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman


	-
	-
	-

	3.2
	Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
	-
	-
	-

	3.2.1
	Penyusunan Rencana Tapak (sitePlan) dan Detail Engineering Design (DED), Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan dibawah 15 (lima belas) Ha
	-
	-
	-

	3.2.2
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam kawasan Permukiman dengan Luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan dibawah 15 (lima belas) Ha
	-
	-
	-

	3.2.3
	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan dibawah 15 (lima belas) Ha
	-
	-
	-

	4
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)


	-
	-
	-

	4.1
	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman


	-
	-
	-

	4.1.1
	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman


	-
	-
	-

	4.1.2
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
	-
	-
	-

	4.1.3
	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman
	-
	-
	-



	5
	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN  UMUM
	-
	-
	-

	5.1
	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi
	-
	-
	-

	5.1.1
	Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan  dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
	· 
	· 
	

	6
	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN
	-
	-
	-

	6.1
	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
	-


	-
	-

	6.1.1
	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
	-


	-
	-

	6.1.2
	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
	-


	-
	-

	7
	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN
	-


	-
	-

	7.1
	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
	-


	-
	-

	7.1.1
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian  Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
	-


	-
	-

	8
	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE
	-


	-
	-

	8.1
	Penetapan Subjek dan Objek Reditribusi Tanah Lintas Daerah Kaupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
	-


	-
	-

	8.1.1
	Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah
	-


	-
	-

	9
	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT
	-


	-
	-

	9.1
	Penetapan Tanah Ulayat Yang Lokasinya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
	-


	-
	-

	9.1.1
	Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
	-


	-
	-


5. Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran
Tabel 2.2
Capaian Kinerja Program/Kegiatan Sesuai Dokumen Anggaran
	No
	Program/Kegiatan
	Kebijakan
	Target Dalam Dokumen Anggaran
	Realisasi
	Capaian Kinerja (%)
	 Alokasi anggaran 
	Realisasi anggaran
	Persentase Realisasi (%)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
	Permendagri 90 Tahun 2020 tentang klasifikasi,kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah  
	
	
	
	9.353.365.998,00
	8.859.513.499,00
	94,72

	1.1
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	 
	17 Dokumen
	
	100
	150.360.000,00
	120.448.800,00
	80,11

	1
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	 
	4 Dokumen
	4 Dokumen
	100
	25.000.000,00
	19.637.400,00 
	78,69

	2
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
	
	1 Dokumen
	1 Dokumen
	100
	13.350.000
	7.733.000,00
	57,93

	3
	Koordinas dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
	
	2 Dokumen
	2 Dokumen
	100
	8.010.000
	3.700.000,00
	46,19

	4
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
	
	1 Dokumen
	1 Dokumen
	100
	2.500.000
	2.490.400
	99,62

	5
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
	
	2 Dokumen
	2 Dokumen
	100
	4.000.000
	3.956.000
	98,90

	6
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	
	3 Dokumen
	3 Dokumen
	100
	30.000.000
	21.708.100
	72,36

	7
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	 
	4 Dokumen
	4 Dokumen
	100
	67.500.000,00
	61.187.900,00 
	90,65

	1.2
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	 
	
	
	
	6.489.227.618,00
	6.133.404.651,00
	94,52

	1
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	 
	58 orang
	58 orang
	100
	5.877.802.118,00
	5.600.703.151,00 
	95,29 

	2
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
	 
	27 orang
	35 orang
	100
	565.027.500,00 
	500.982.500,00 
	88,67

	3
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
	 
	18 Laporan
	18 Laporan
	100
	46.398.000,00
	31.719.000,00 
	68,36

	1.3
	Adiminstrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
	
	
	
	
	85.000.000,00
	84.680.000,00
	99,62

	1
	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
	
	12 Bulan
	12 Bulan
	100
	85.000.000,00
	84.680.000,00
	99,62

	1.4
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	 
	
	
	
	130.836.000,00
	70.170.300,00 
	53,63

	1
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
	
	75 Stel
	75 Stel
	100
	56.250.000,00
	55.444.500,00 
	98,57 

	2
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
	 
	4 Orang 
	4 Orang 
	100
	31.121.000,00 
	2.000.000,00
	6,43

	3
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
	 
	7 kali 
	7 kali 
	100
	      43.464.000,00
	12.725.800,00 
	29,28             

	1.5
	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	 
	
	
	
	1.336.556.080,00       
	1.305.212.255,00               
	97,65            

	1
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	 
	166 buah
	166 buah
	100
	9.806.000,00 
	9.673.020,00                   
	98,64             

	2
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan  Kantor
	
	50 Unit
	50 Unit
	100
	     420.243.560,00 
	   406.472.398,00
	96,72              

	3
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	 
	43 Jenis 
	43 Jenis 
	100
	190.547.000,00
	     189.513.140,00 
	99,46             

	4
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
	
	14 Jenis
	14 Jenis
	100
	74.920.000,00
	      74.716.240,00
	99,73             

	5
	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-undangan
	 
	96 Eksemplar
	96 Eksemplar
	150
	12.420.000,00 
	   11.420.000,00
	91,95             

	6
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	
	1 Dokumen
	1 Dokumen
	100
	    628.619.520,00 
	613.417.457,00                
	97,58             

	1.6
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	 
	
	
	
	43.086.000,00       
	37.013.400,00                  
	85,91             

	1
	Pengadaan Mebel
	 
	12 Bulan
	12 Bulan
	100
	      43.086.000,00
	37.013.400,00 
	85,91

	1.7
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	 
	
	
	
	574.731.300,00          
	570.147.358,00 
	99,20            

	1
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	 
	200 Surat
	200 Surat
	100
	         5.700.000,00 
	            5.400.000,00
	94,74

	2
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	 
	16 Orang
	16 Orang
	100
	569.031.300,00
	 564.747.358,00 
	         99,25   

	1.8
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	
	
	
	
	543.570.000,00
	538.436.735,00                
	99,06            

	1
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	
	9 Unit
	9 Unit
	100
	304.420.000,00 
	       29.9877.435,00 
	98,51            

	2
	Pemeliharaan  Peralatan dan

Mesin Lainnya
	
	55 Unit 
	55 Unit 
	100
	       39.150.000,00 
	          39.022.800,00 
	99,68            

	3
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	
	1 Unit
	1 Unit
	100
	200.000.000,00
	199.536.500,00
	99,77

	II
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
	
	
	
	
	130.066.900,00            
	 1.266.579.426,00                  
	95,23 

	2.1
	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
	
	
	
	
	1.088.644.500,00
	1.032.673.226,00                       
	            94,86

	1
	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi
	· UU No. 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman , 

· UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

· Permen PUPR No. 14 tahun 2018tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
	1 Dokumen 
	1 Dokumen 
	100
	1.088.644.500,00
	1.032.673.226,00 
	94,86

	2.2
	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
	 
	
	
	
	241.422.400,00      
	233.906.200,00             
	96,89            

	1
	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana
	 
	50 Orang 
	50 Orang 
	100
	195.531.800,00 
	192.182.800,00 
	98,,29            

	2
	Sosialiasai Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP
	
	50 Orang 
	50 Orang 
	100
	45.890.600,00
	41.723.400,00
	90,92

	III
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
	 
	
	
	 
	10.976.139.790,00         
	9.970.375.777,00                
	90,84             

	3.1
	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
	 
	
	
	 
	973.974.750,00         
	879.677.532,00                
	90,32             

	1
	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP
	
	1 Dokumen
	1 Dokumen
	100
	823.678.550,00
	742.430.571,00
	90,14

	2
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
	· Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah

· UU no 26/2007 Penataan ruang
	1 Laporan
	1 Laporan
	100
	150.296.200,00         
	137.246.961,00                
	91,32             

	3.2
	Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
	
	
	
	
	10.002.164.640,00
	9.090.698.245,00
	90,89

	1
	Penyusunan Rencana Tapak (sitePlan) dan Detail Engineering Design (DED), Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan dibawah 15 (lima belas) Ha
	
	5 Dokumen
	5 Dokumen
	100
	147.510.560,00
	145.083.382,00
	98,35

	2
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam kawasan Permukiman dengan Luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan dibawah 15 (lima belas) Ha
	
	139 Unit
	139 Unit
	100
	4.089.510.200,00
	4.017.140.466,00
	98,23

	3
	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan dibawah 15 (lima belas) Ha
	
	13 Kawasan
	13 Kawasan
	100
	5.765.143.880,00
	4.928.474.397,00
	85,49

	IV.
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
	
	
	
	
	139.681.995.113,00           
	134.628.984.360,00                 
	96,38       

	4.1
	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman
	
	
	
	
	139.681.995.113,00           
	134.628.984.360,00                 
	96,38       

	1
	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman
	·  Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah
	57 Dokumen 
	57 Dokumen 
	100
	8.098.359.030,00 
	7.841.523.777,00
	96,83             

	2
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
	·  Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah

· Undang-undang nomor 2/2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum

· Perda nomor 6/2008 tentang tanah ulayat & pemanfaatan
	19 Paket
	19 Paket
	100
	 131.477.749.483,00
	126.684.626.983,00
	96,35              

	3
	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman
	· Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah

· Perda nomor 6/2008 tentang tanah ulayat & pemanfaatan
	1 Laporan
	1 Laporan
	100
	105.886.600,00
	102.833.600,00 
	97,12            

	V
	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN  UMUM
	
	
	
	
	150.000.000,00           
	135.092.441,00
	90,06              

	5.1
	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi
	
	
	
	
	150.000.000,00           
	135.092.441,00
	90,06              

	1
	Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan  dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
	
	1 Laporan
	1 Laporan
	100
	150.000.000,00           
	135.092.441,00
	90,06              

	VI
	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN
	
	
	
	
	213.000.000,00
	159.103.400,00
	74,70

	6.1
	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
	
	
	
	
	213.000.000,00
	159.103.400,00
	74,70

	1
	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
	
	1 Laporan
	1 Laporan
	100
	74.000.000,00
	71.219.900,00
	96,24

	2
	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
	
	1 Laporan
	1 Laporan
	100
	139.000.000,00
	87.883.500,00
	63,23

	VII
	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN
	
	
	
	
	92.000.000,00
	88.937.547,00
	96,67

	7.1
	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
	
	
	
	
	92.000.000,00
	88.937.547,00
	96,67

	1
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian  Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
	
	1 Laporan
	1 Laporan
	100
	92.000.000,00
	88.937.547,00
	96,67

	VIII
	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE
	
	
	
	
	65.000.000,00
	61.535.300,00
	94,67

	8.1
	Penetapan Subjek dan Objek Reditribusi Tanah Lintas Daerah Kaupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
	
	
	
	
	65.000.000,00
	61.535.300,00
	94,67

	1
	Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah
	
	1 Laporan
	1 Laporan
	100
	65.000.000,00
	61.535.300,00
	94,67

	IX
	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT
	
	
	
	
	50.000.000,00
	48.932.000,00
	97,86

	9.1
	Penetapan Tanah Ulayat Yang Lokasinya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
	
	
	
	
	50.000.000,00
	48.932.000,00
	97,86

	1
	Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
	
	1 Laporan
	1 Laporan
	100
	50.000.000,00
	48.932.000,00
	97,86

	
	TOTAL
	
	
	
	
	161.911.567,401,00
	155.219.053.750,00
	95,87


6. Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran
Tabel 2.3
Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan Masing - Masing Program/Kegiatan
	No
	Program/Kegiatan
	Permasalahan
	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

	-
	-
	-

	1.1
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

	-
	-
	-

	1.1.1
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

	-
	-
	-

	1.1.2
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
	-
	-
	-

	1.1.3
	Koordinas dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
	-
	-
	-

	1.1.4
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
	-
	-
	-

	1.1.5
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
	-
	-
	-

	1.1.6
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

	-
	-
	-

	1.2
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

	-
	-
	-

	1.2.1
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

	-
	-
	-

	1.2.2
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

	-
	-
	-

	1.2.3
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD


	-
	-
	-

	1.3
	Adiminstrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
	-
	-
	-

	1.3.1
	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
	-
	-
	-

	1.4
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah


	-
	-
	-

	1.4.1
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya


	-
	-
	-

	1.4.2
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi


	-
	-
	-

	1.4.3
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan


	-
	-
	-

	1.5
	Administrasi Umum Perangkat Daerah


	-
	-
	-

	1.5.1
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor


	-
	-
	-

	1.5.2
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan  Kantor


	-
	-
	-

	1.5.3
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor


	-
	-
	-

	1.5.4
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan


	-
	-
	-

	1.5.5
	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-undangan


	-
	-
	-

	1.5.6
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD


	-
	-
	-

	1.6

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	-
	-
	-

	1.6.1
	Pengadaan Mebel
	-
	-
	-

	1.7
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah


	-
	-
	-

	1.7.1
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	-
	-
	-

	1.7.2
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor


	-
	-
	-

	1.8
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah


	-
	-
	-

	1.8.1
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan


	-
	-
	-

	1.8.2
	Pemeliharaan  Peralatan dan

Mesin Lainnya


	-
	-
	-

	1.8.3
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	-
	-
	-

	2
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN

	-
	-
	-

	2.1
	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi


	-
	-
	-

	2.1.1
	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi


	-
	-
	-

	2.2
	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
	-
	-
	-

	2.2.1
	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana
	-
	-
	-

	2.2.2
	Sosialiasai Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP
	
	
	

	3
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN


	-
	-
	-

	3.1
	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
	-
	-
	-

	3.1.1
	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP
	-
	-
	-

	3.1.2
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman


	-
	-
	-

	3.2
	Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
	-
	-
	-

	3.2.1
	Penyusunan Rencana Tapak (sitePlan) dan Detail Engineering Design (DED), Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan dibawah 15 (lima belas) Ha
	-
	-
	-

	3.2.2
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam kawasan Permukiman dengan Luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan dibawah 15 (lima belas) Ha
	-
	-
	-

	3.2.3
	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan dibawah 15 (lima belas) Ha
	-
	-
	-

	4
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)


	-
	-
	-

	4.1
	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman


	-
	-
	-

	4.1.1
	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman


	-
	-
	-

	4.1.2
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
	-
	-
	-

	4.1.3
	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman
	-
	-
	-



	5
	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN  UMUM
	-
	-
	-

	5.1
	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi
	-
	-
	-

	5.1.1
	Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan  dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
	· 
	· 
	

	6
	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN
	-
	-
	-

	6.1
	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
	-

	-
	-

	6.1.1
	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
	-

	-
	-

	6.1.2
	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
	-

	-
	-

	7
	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN
	-

	-
	-

	7.1
	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
	-

	-
	-

	7.1.1
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian  Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
	-

	-
	-

	8
	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE
	-

	-
	-

	8.1
	Penetapan Subjek dan Objek Reditribusi Tanah Lintas Daerah Kaupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
	-

	-
	-

	8.1.1
	Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah
	-

	-
	-

	9
	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT
	-

	-
	-

	9.1
	Penetapan Tanah Ulayat Yang Lokasinya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
	-

	-
	-

	9.1.1
	Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
	-

	-
	-


7. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja
a. Program Pengembangan Perumahan, dicapai dengan pelaksanaan :

1) Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi dilaksanakan dengan sub kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi dengan output kegiatan ini adalah tersedianya data penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Provinsi Dinas  Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat dengan hasil tersusunnya Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program.
2) Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi dilaksanakan dengan sub kegiatan terlaksananya Sosialisasi Pembangunan Rumah Yang Aman terhadap Bencana Alam kepada Pelaku Pembangunan di Bidang Perumahan dengan output Terlaksananya Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi  sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program. 
Dari 2 kegiatan seluruhnya mendukung secara langsung pencapaian target dan tujuan program Pengembangan Perumahan.
b. Program Kawasan Permukiman , dicapai dengan pelaksanaan :

1) Kegiatan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha dilaksanakan dengan sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman dan sub kegiatan Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP dengan output kegiatan ini adalah :
a. Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bidang Perumahan dan Terlaksananya Pembinaan Pokja Bidang Perumahan Rakyat
b. Dokumen kebijakan dan legislasi untuk bidang perumahan yang disusun
Dari 1 kegiatan seluruhnya mendukung secara langsung pencapaian    target dan tujuan program Kawasan Permukiman.
2) Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (lima belas) Ha dengan sub kegiatan :
a. Penyusunan Rencana Tapak (siteplan) dan Detail Engineering Design (DED), Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan dibawah 15 (lima belas) Ha dengan output kegiatan ini adalah jumlah dokumen site plan dan DED yang disusun
b. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan dibawah 15 (lima belas) Ha dengan output kegiatan jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) pada kawasan kumuh yang ditangani.
c. Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan dibawah 15 (lima belas) Ha dengan output kegiatan adalah jumlah kawasan kumuh yang ditangani pada 8 kawasan.
c. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum ( PSU), dicapai dengan pelaksanaan :

1) Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman dengan output kegiatan ini adalah meningkatnya kualitas lingkungan kawasan permukiman sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program dilaksanakan dengan sub kegiatan :
a. Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman dengan output kegiatan adalah jumlah dokumen perencanaan/DED PSU Permukiman.
b. Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman dengan output kegiatan adalah jumlah paket kegiatan pembangunan danpeningkatan PSU permukiman
c. Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum Permukiman, dengan output kegiatan ini adalah Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan PSU. 
d. Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum , dicapai dengan pelaksanaan :

1) Kegiatan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi dilaksanakan dengan sub kegiatan Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Dengan Output Kegiatan Ini Adalah Terlaksananya Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi Sehingga Secara Otomatis Akan Meningkatkan Capaian Program.
Dari 1 kegiatan seluruhnya mendukung secara langsung pencapaian target dan tujuan program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum.
e. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan, dicapai dengan pelaksanaan :

1) Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Derah Kabupaten / Kota dalam 1 ( satu) Daerah Provinsi dilaksanakan dengan sub kegiatan Inventarisasi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Dengan Output Kegiatan Ini Adalah Terlaksananya Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Derah Kabupaten / Kota dalam 1 ( satu) Daerah Provinsi Sehingga Secara Otomatis Akan Meningkatkan Capaian Program.
Dari 1 kegiatan seluruhnya mendukung secara langsung pencapaian target dan tujuan program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan.
f. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan, dicapai dengan pelaksanaan :

1) Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Derah Kabupaten/Kota dalam 1 ( satu) Daerah Provinsi dilaksanakan dengan sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Output Kegiatan Ini Adalah Terlaksananya Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Derah Provinsi Sehingga Secara Otomatis Akan Meningkatkan Capaian Program.
Dari 1 kegiatan seluruhnya mendukung secara langsung pencapaian target dan tujuan program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan.
g. Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee, dicapai dengan pelaksanaan :

1) Kegiatan Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah Lintas Derah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dilaksanakan dengan sub kegiatan Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah Dengan Output Kegiatan Ini Adalah Meningkatnya Kualitas Penataan Akses dalam Pemanfaatan Tanah  Sehingga Secara Otomatis Akan Meningkatkan Capaian Program.

h. Program Penetapan Tanah Ulayat, dicapai dengan pelaksanaan :

1) Kegiatan Penetapan Penetapan Tanah Ulayat Yang Lokasinya Lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dilaksanakan dengan sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Dengan Output Kegiatan Ini Adalah Terlaksananya Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya Lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 ( Satu) Dearah Provinsi Sehingga Secara Otomatis Akan Meningkatkan Capaian Program.
Dari 1 kegiatan seluruhnya mendukung secara langsung pencapaian target dan tujuan program Penetapan Tanah Ulayat.
2.2
KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN
Kebijakan yang diambil selama Tahun 2022 dalam menyelesaikan masalah masyarakat yang strategis pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, sebagaimana tabel berikut :
Tabel 2.4
Kebijakan Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2022
	No
	Kebijakan Strategis
	Dasar Hukum
	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan

	1
	2
	3
	4

	-
	-
	-
	-


2.3
TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA
1. Tindak Lanjut rekomendasi DPRD :

Tabel 2.5
Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022
	No
	Rekomendasi DPRD Tahun N-1
	Tindak Lanjut
	Tujuan Masalah Yang Diselesaikan

	1
	2
	3
	4

	1
	-
	-
	-

	2
	-
	-
	-


2. Tindak lanjut Rekomendasi Pansus LKPJ

Tabel 2.6
Tindak Lanjut Rekomendasi Pansus LKPJ DPRD Terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022
	No
	Rekomendasi Pansus LKPJ Tahun N-1
	Tindak Lanjut
	Tujuan Masalah Yang Diselesaikan

	1
	2
	3
	4

	1.
	-
	-
	-

	2.
	-
	-
	· 

	3.
	-
	
	· 


1. Tindak Lanjut rekomensai Fraksi
Tabel 2.7
Tindak Lanjut Rekomendasi Fraksi DPRD Terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022
	No
	Rekomendasi Fraksi DPRD Tahun N-1
	Tindak Lanjut
	Tujuan Masalah Yang Diselesaikan

	1
	2
	3
	4

	1.
	
	
	

	2
	
	
	


2.4 PENGHARGAAN YANG DITERIMA
Dalam penyelenggaraan urusan yang dilaksanakan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera BararTahun 2022 menerima penghargaan di tingkat nasional, antara lain :
Tabel 2.8
Penghargaan yang Diraih Tahun 2021
	No
	Nama Penghargaan
	Pemberi Penghargaan
	Penerima Penghargaan
	Tempat dan Tanggal Penerimaan Penghargaan

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	-
	-
	-
	-


BAB III
CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2022 tidak melaksanaan tugas pembantuan dan penugasan.

BAB IV
PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Sumatera Barat Akhir Tahun Anggaran 2022 (LKPJ ATA) merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan selama 1 (satu) tahun yang dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi terhadap seluruh program dan kegiatan pembangunan.


Secara prinsip dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah berjalan cukup optimal, merupakan hasil sinergi dan wujud efisiensi serta efektivitas pembangunan oleh seluruh elemen pemerintahan yang tercermin dalam pencapaian target pembangunan. Di sisi lain, masih terdapat beberapa kelemahan dan permasalahan yang muncul yang salah satunya diakibatkan oleh berbagai dinamika global maupun perkembangan eksternal yang kurang terantisipasi. Berbagai kelemahan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi sebagai acuan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada tahun-tahun mendatang.


Berbagai keberhasilan yang dicapai dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah pada Tahun Anggaran 2022 patut disyukuri. Keberhasilan diraih atas kerjasama dan partisipasi semua komponen Pemerintahan Daerah, yaitu jajaran Eksekutif (Pemerintah Daerah) baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan seluruh elemen masyarakat. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan terima kasih kepada seluruh komponen pemangku kepentingan dan masyarakat Provinsi Sumatera  Barat yang mendukung situasi dan kondisi tetap terjaga kondusif sehingga penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dapat berjalan tertib, lancar dan sukses.


Disamping berbagai keberhasilan yang telah dicapai, tentu masih terdapat kekurangan yang perlu ditingkatkan, melalui mekanisme penyampaian LKPJ ini Pemerintah Provinsi Sumatera Barat membuka selebar-lebarnya kepada publik untuk memberikan masukan, saran dan kritiknya guna perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di masa yang akan datang. Disamping itu pelaksanaan pembangunan Tahun 2022 dapat dijadikan tonggak untuk pembangunan Sumatera Barat pada Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya.


Demikian penyampaian Laporan Kinerja Pertanggungjawaban Gubernur Sumatera Barat Akhir Tahun Anggaran 2022, dengan harapan semoga kinerja pembangunan daerah senantiasa dapat lebih baik dan memiliki daya guna bagi segenap masyarakat. 


Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, melimpahkan rahmat, hidayah, perlindungan dan petunjuk-NYA kepada kita semua.
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